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GUBERNUR BALI, 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 330 ayat (2) yang menyatakan 
bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala 

daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan SE.900/316/BAKD tentang Pedoman 

Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, 
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, 

menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun 
Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur 
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dapat mengacu 
pada Pedoman Sistem dan Prosedur ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib 
administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah 
Provinsi Bali; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 1649); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4502); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun  2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 12); 
 

 
MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH 

PROVINSI BALI 
 

Pasal 1 

 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Provinsi Bali adalah Sistem dan Prosedur 

Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 



Pasal 2 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Bali meliputi tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan 
yang merupakan petunjuk teknis pengelolaan keuangan 
daerah di Provinsi Bali. 

Pasal 3 
 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari: 
a. sistem dan prosedur pengesahan DPA, DPAL dan DPPA; 

b. sistem dan prosedur Anggaran Kas; 
c. sistem dan prosedur Penatausahaan Pendapatan  
d. sistem dan prosedur Penatausahaan Belanja; dan 

e. sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan. 

Pasal 4 

 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 5 
 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 59)  dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.  

 
Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal  14 Nopember 2012 
 
GUBERNUR BALI,  
 
 
 

MADE MANGKU PASTIKA 
Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 14 Nopember 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
 
 

               I MADE JENDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 45    


